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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Pembangunan nasional di dibidang ekonomi merupakan suatu upaya 

yang dilakukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana 

diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. Dengan terus meningkatnya kebutuhan bagi dunia usaha atas 

dana, maka semakin banyaknya fasilitator-fasilitator yang menawarkan berbagai 

fasilitas yang menunjang kemajuan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah 

dengan menawarkan fasilitas kredit berupa pembiayaan atas suatu barang 

konsumtif yang marak dilakukan oleh lembaga pembiayaan, yang pada 

umumnya terdiri dari leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen, 

dan kartu kredit.  

Pembiayaan  Konsumen  ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi 

(consumer credit), akan tetapi pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan 

pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.
1
 Perusahan 

pembiayaan yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu 

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 

dana atau barang modal, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa 

disebut dengan utang piutang. Sementara itu utang piutang tidak bisa hanya 

didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. 

Dimana jaminan berupa gadai dirasa kurang memadai kebutuhan sehingga 

diperlukan jaminan atas benda bergerak, namun jaminan tersebut masih dapat 
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dipakai oleh pemiliknya untuk keperluan pribadi maupun usahanya, hal 

demikian dikenal  dengan fidusia.
2
 

Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak atas benda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak 

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai 

agunan bagi pelunasan hutan tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan 

kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Sehingga konsumen selaku 

penerima fasilitas pembiayaan atau yang berhutang disebut sebagai debitur, 

disebut juga pemberi fidusia yaitu yangmemberikan jaminan atas benda sebagai 

objek jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan sebagai yang berpiutang 

dengan pemegang jaminan atas objek jaminan fidusia disebut sebagai kreditur 

sehingga berperan sebagai penerima fidusia.  

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada dibuat dalam suatu 

perjanjian oleh pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk 

melakukan usaha yang dibiayai dengan menggunakan jaminan fidusia, sehingga 

yang diserahkan kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan dari benda 

tersebut secara yuridis yang dikenal dengan istilah constitutum possessorium.
3
 

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat 

tambaha1/accessoir dari perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 
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Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga perjanjian pembiayaan dengan 

pembebanan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan 

merupakan akta jaminan fidusia sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJF. 

Dalam pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa terhadap perjanjian jaminan fidusia 

yang tidak melakukan penyesuaian dalam undang-undang, bukan merupakan 

jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa perjanjian jaminan 

fidusia harus dibuat dalam suatu akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk 

akta Notaris, setelah dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka perjanjian jaminan 

fidusia didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah sesuai dengan kedudukan 

pemberi fidusia, dan ini merupakan syarat lahirnya Jaminan Fidusia. 

Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang 

memiliki kekuatan eksekutorial. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi 

apabila debitor melakukan wanprestasi, kreditor dapat langsung menarik 

kendaraan tersebut tanpa melalui pengadilan,karena berdasarkan titel 

eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Titel 

eksekutorial merupakan kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan 

bantuan dan oleh alat-alat negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU 

No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”),  jaminan fidusia baru 

lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam 

Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia 

berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan 

mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta 
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mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie), seperti terjadi dalam 

pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama 

dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.  

Kendala yang sering terjadi dalam praktek adalah perusahaan 

pembiayaan tidak mendaftarkan perjanjian pembiayaan dengan pembebanan 

jaminan fidusia padahal Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan 

pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor 

dengan pembebanan jaminan fidusia, dimana dalam pasal 2 Permenkeu 

disebutkan : “Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di 

kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 

sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Dengan begitu apabila praktik 

seperti ini akan terus dilakukan, karena Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, maka akan mengurangi pemasukan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) yang dimana biaya pendaftaran jaminan fidusia merupakan 

pemasukan pada kas negara dan pemasukan negara melalui PNBP menjadi 

berkurang, dan kekuatan akan jaminan fidusia itu sendiri tidak dapat dijadikan 

dasar eksekusi bagi pihak yang dirugikan apabila ada pihak yang melakukan 

wanprestasi.   

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, 

dan mengingat perlindungan hukum para pihak dalam jaminan fidusia, maka 

akan diangkat masalah tersebut dalam mengambil judul “Akibat hukum 

perjanjian  pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang 

tidak didaftarkan” 
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2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian pembiayaan dengan pembebanan 

fidusia ? 

b. Bagaimana hubungan antara perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok 

dan akta jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (acessoir)? 

c. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan  

dengan pembebanan fidusia yang tidak di daftarkan ? 

3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian pembiayaan dengan 

pembebanan fidusia  

b. Untuk mengetahui hubungan antara perjanjian pembiayaan sebagai 

perjanjian pokok dan akta jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan 

(acessoir)   

c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian 

pembiayaan  dengan pembebanan fidusia yang tidak di daftarkan  

4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Dari segi teoritis, diharapkan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan 

di bidang hukum perdata khususnya tentang jaminan fidusia. 

b. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai 

akibat hukum yang timbul apabila perjanjian pembiayaan dengan 

pembebanan jaminan fidusia tidak didaftarkan 
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5. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :  

A. Jenis Penelitian  

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang 

dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama 

dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum 

yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan 

sekunder.
4
 Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai 

permasalah jaminan fidusia. 

B. Metode Pendekatan  

Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-

undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.  

1. Pendekatan Perundang-undangan  

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan 

hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia. 

2. Pendekatan Konseptual  

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari 

aturan hukum yang ada. Konsep merupakan buah keranga pikiran yang 

dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi produk pengetahuan yang 

meliputi prinsip-prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, 

peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, dan berpikir abstrak.  
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C. Sumber Bahan Hukum  

Sumber bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.  

1) Bahan Hukum Primer  

    Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:  

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata ; 

b. UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia; 

d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan; 

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 

Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan 

Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk 

Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Fidusia.  

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer seperti buku-buku teks, khusunya buku-buku dengan 

permasalahan jaminan fidusia, serta artikel dalam berbagai majalah dan 

jurnal ilmiah bidang hukum.  

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang 

terdiri dari, kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.  
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D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca 

peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya 

dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data 

tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam 

penelitian ini.  

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik 

kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan 

konkret yang dihadapi. 

E. Teknik Analisis Bahan Hukum  

 Penelitian hukum normatif  ini menggunakan teknik analisis bahan hukum 

bersifat preskriptif analisis secara normatif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada.  

6. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum berikut ini terdiri dari lima bab, masing-masing perinciannya 

sebagai berikut. 

Bab I   Pendahuluan, merupakan berisi uraian latar belakang pemilihan 

judul,  perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

tinjauan pustaka, metode penelitiandiakhiri dengan sistematika 

penulisan yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca 

ke pokok permasalahan yang akan dibahas.  

Bab II  Tinjauan pustaka mengenai perjanjian pembiayaan dengan 

pembebanan fidusia antara perusahaan pembiayaan selaku 
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kreditur dengan konsumen selaku debitur dilihat dari Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  

Di dalam bab ini terdapat tentang definisi perjanjian, syarat 

sahnya perjanjian, jaminan fidusia.  

Bab III  bab ini menguraikan mengenai konstruksi hukum perjanjian 

pembiayaan dengan pembebanan fidusia, hubungan antara 

perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok dan akta jaminan 

fidusia sebagai perjanjian tambahan (acessoir), dan akibat hukum 

bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan  dengan 

pembebanan fidusia yang tidak di daftarkan apabila terjadi 

wanprestasi.   

Bab IV  merupakan bab terakhir dalam penulisan ini. Hal mengenai 

kesimpulan dan saran terhadap identifikasi masalah ini 

merupakan cakupan yang dibahas secara sederhana dan terperinci 

guna menjelaskan rangkuman dari seluruh penulisan hukum ini. 

 


